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ABSTRAK

Tanah bekas milik adat merupakan salah satu bentuk penguasaan dan kepemilikan
tanah yang secara historis diakui dalam sistem hukum pertanahan Indonesia.
Namun, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 membawa
perubahan mendasar terhadap kedudukan hukum alat bukti tertulis tanah bekas
milik adat, khususnya melalui ketentuan Pasal 96 yang mewajibkan konversi
menjadi Sertifikat Hak Milik dalam jangka waktu lima tahun. Ketentuan tersebut
menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian dan perlindungan hak atas tanah,
terutama bagi pemilik tanah yang belum melakukan konversi serta implikasinya
dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini
memfokuskan kajian pada kedudukan hukum dan perlindungan kepemilikan tanah
bekas milik adat setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021 serta status alat bukti
tertulisnya dalam sengketa perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-
analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Kerangka teori yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi teori perlindungan hukum, teori
pembuktian dalam perkara perdata, dan teori hak kepemilikan atas tanah, yang
digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai konsekuensi yuridis perubahan
pengaturan status tanah bekas milik adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah bekas milik adat yang belum
dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun
2021 tetap memiliki pengakuan hukum terbatas, namun tidak lagi berkedudukan
sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat. Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat
hanya berfungsi sebagai petunjuk pendaftaran tanah dan hanya menjadi bukti
permulaan serta memerlukan dukungan alat bukti lain dalam sengketa perdata.
Kondisi tersebut berimplikasi pada berkurangnya tingkat kepastian dan
perlindungan hukum bagi pemilik tanah, sehingga konversi hak atas tanah menjadi
Sertifikat Hak Milik menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan
hukum dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Tanah Bekas Milik Adat, Perlindungan Hukum, Alat Bukti
Kepemilikan, PP Nomor 18 Tahun 2021



ABSTRACT

Former customary-owned land is a form of land control and ownership that has
historically been recognized in the Indonesian land law system. However, the
enactment of Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 brings fundamental
changes to the legal position of written evidence of used customary land, especially
through the provisions of Article 96 which requires conversion into a Certificate of
Ownership within a period of five years. This provision raises legal issues related
to the certainty and protection of land rights, especially for landowners who have
not converted and its implications in resolving civil disputes in court. Therefore,
this study focuses on the legal position and protection of the ownership of used
customary land after the enactment of Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2021 and the status of written evidence in civil disputes.

This research is a normative legal research with a descriptive-analytical
nature. The approaches used include a regulatory approach and a conceptual
approach. The research data is sourced from primary, secondary, and tertiary legal
materials that are analyzed qualitatively. The theoretical framework used in this
study includes legal protection theory, evidentiary theory in civil cases, and land
ownership rights theory, which are used as analytical knives to assess the juridical
consequences of changing the status of land used by customs.

The results of the study show that former customary land that has not been
converted into a Certificate of Ownership after the enactment of Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 still has limited legal recognition, but no longer
has a position as strong evidence of ownership. Written evidence of used land
belonging to customary property only serves as a guide to land registration and
merely constitutes preliminary evidence, requires the support of other evidence in
civil disputes. This condition has implications for a reduced level of certainty and
legal protection for landowners, so that the conversion of land rights into
Certificates of Ownership is an important instrument to ensure legal protection and
prevent potential disputes in the future.

Key Word: Customary Used Land, Legal Protection, Evidence of Ownership,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
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MOTTO
BUKANKAH KAMI TELAH MELAPANGKAN DADAMU? DAN KAMI PUN

TELAH MENURUNKAN BEBANMU DARIMU YANG MEMBERATKAN
PUNGGUNGMU, DAN KAMI TINGGIKAN SEBUTAN-MU BAGIMU, MAKA
SESUNGGUHNYA BESERTA KESULITAN ADA KEMUDAHAN,
SESUNGGUHNYA BESERTA KESULITAN ADA KEMUDAHAN, MAKA
APABILA ENGKAU TELAH SELESAI, TETAP BEKERJA KERASLAH, DAN

HANYA TUHANMU LAH TEMPAT ENGKAU BERHARAP

-Al-Insyirah-

TIADA KEKAYAAN YANG LEBIH UTAMA DARIPADA AKAL, TIADA
KEADAAN LEBIH MENYEDIHKAN DARIPADA KEBODOHAN, DAN

TIADA WARISAN YANG LEBIH BAIK DARIPADA PENDIDIKAN

-Ali bin Abi Thalib-

JADILAH SEPERTI MATAHARI YANG KETIKA TENGELAM BUKAN
MENGHILANG

TAPI TERBIT DITEMPAT LAIN

—Abi Syatori-

ILMU HUKUM BUKANLAH SOAL HAFALAN, PROBLEM MENDASAR
MEMPELAJARI ILMU HUKUM ADALAH KEMAMPUAN MEMAHAMI
KONSEP HUKUM, FILOSOFI DAN SEJARAHNYA HUKUM ITU

-Prof Uceng-
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Jauh sebelum Indonesia dideklarasikan sebagai negara, komunitas-komunitas
masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia telah memiliki seperangkat
aturan dalam mengatur kehidupan sosialnya termasuk penguasaan dan
kepemilikan tanah di dalam wilayah adatnya. Belum lagi di masa penjajahan
Belanda, pemerintah kolonial juga menerapkan aturan hukum terkait
penguasaan dan kepemilikan tanah atau pendaftaran tanah yang dilakukan oleh
kadaster (Jawatan Pendaftaran Tanah) terhadap tanah-tanah yang melekat
padanya hak-hak barat. Tanah-tanah adat atau tanah-tanah dengan hak
masyarakat adat setempat juga dilakukan pendaftarannya oleh kadaster yang

dikenal dengan lembaga penundukan diri (tunduk pada hukum barat).!

Setelah Indonesia merdeka, pendaftaran tanah yang berlaku di masa
kolonial maupun aturan yang berlaku dalam komunitas masyarakat adat pra
Indonesia, masih diakomodir dan diakui kedudukan hukumnya berdasarkan
ketentuan dalam Pasal Il Aturan Peralihan UUD 1945. Namun seiring
berjalannya waktu, pemerintah Indonesia terus menyempurnakan regulasi
terkait tanah demi memberikan kepastian dan jaminan hukum atas status tanah
di dalam Wilayah Republik Indonesia, hal ini ditandai dengan lahirnya
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

(selanjutnya ditulis PP No. 10/1961) sebagai awal terbentuknya Lembaga

! Nandang Alamsyah, Administrasi Pertanahan, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka,
2018), him. 33.



Pendaftaran Tanah dalam sejarah administrasi pertanahan Indonesia, yang

merupakan amanat dari Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.2

PP No. 18/2021 kemudian menyatukan (omnibus law),
mengharmonisasikan, mengsinkronkan, memperbarui dan mencabut aturan
yang kemudian sudah tidak relavan lagi berdasarkan UU No 11/2020 tentang
Cipta Kerja antara lain PP No. 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, PP N0.24/1997 tentang Pendaftaran
Tanah, dan PP No0.103/2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau
Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, Serta Penguatan
Hak Pengelolaan, dan memperbarui PP No. 8/1953 tentang Penguasaan Tanah-
Tanah Negara, dan PP ini juga memaktubkan kebijakan baru terkait pemberian

hak pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah.

Upaya pengadministrasian tanah dalam bentuk pendaftaran tanah terus
dilakukan pemerintah, dengan harapan setiap tanah yang ada di dalam Wilayah
Republik Indonesia tercatat secara baik. Pada tahun 1996, pemerintah
menginisiasi kewajiban pendaftaran tanah bagi pemilik tanah pertanian di
Bekasi. Tidak tanggung-tanggung, kebijakan tersebut dieksekusi dengan
memberikan tenggat waktu hingga Desember 1996, jika sampai pada tenggat

waktu yang ditentukan belum juga dilakukan pendaftaran tanah, maka tanah

2 1bid.



terkait akan dijadikan sebagai tanah guntai (absentee) dan akan dijadikan objek

landform.3

Kebijakan pengadministrasian tanah terus berlanjut, dan sedikit demi
sedikit melahirkan ketentuan terkait bentuk tunggal alat bukti kepemilikan
tanah. Hal ini ditandai dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,
dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya ditulis PP N0.18/2021), khususnya yang
termaktub pada Pasal 96 dalam PP tersebut, diberikan tenggat waktu 5 (lima)
tahun sejak PP N0.18/2021 berlaku agar semua alat bukti kepemilikan tanah
bekas milik adat untuk dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Sertifikat tanah merupakan suatu tanda bukti kepemilikan tanah yang dimiliki
oleh seseorang, dan mempunyai jaminan kepastian hukum. Suatu pengakuan
dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah atau hak milik atas satuan
rumah susun, baik secara perorangan, badan hukum maupun instansi
pemerintah yang tertulis dalam buku tanah®. Tanah bekas milik adat lebih
popular disebut “Tanah Girik” yang berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain
yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (seperti
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) dan belum

didaftarkan atau disertifikatkan ke Badan Pertanahan Nasional, meski dengan

3 Maria S.W. Sumardjo, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi,
(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), him. 205.
4 Tim Peneliti STPN 2014, Asas-Asas Keagrariaan merunut Kembali Riwayat Kelembagaan
Agraria, Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia.
(Yogyakarta: STPN Press, 2015)



fakta lapangan masih cukup banyak masyarakat yang belum mengkonversi

bukti kepemilikan tanahnya menjadi SHM, salah satunya seperti daerah Bantul.

Lebih lanjut pelaksanaan atas PP tersebut diatur dalam Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya ditulis Permen ATR No. 16/2021)
yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun
2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan
Kegiatan Pendaftaran Tanah (selanjutnya ditulis Permen ATR No. 16/2022).
Dalam Permen ART No. 16/2021 khususnya pada Pasal 70A, menegaskan
bahwa alat bukti kepemilikan tanah bekas milik adat selanjutnya setelah 5
(lima) tahun berlakunya PP No. 18/2021 bukan lagi bukti kepemilikan atas

tanah, melainkan hanya sebagai petunjuk pendaftaran tanah.

Berdasarkan ketentuan dalam aturan di atas, pada Februari tahun 2026
semua alat bukti kepemilikan atas tanah wajib berupa SHM. Selain dari itu
hanya dianggap sebagai petunjuk pendaftaran tanah. Persoalannya adalah
bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan atas tanah yang alat bukti
kepemilikannya belum berupa SHM yang terjadi setelah Februari 2026,
sedangkan dokumen tertulis terkait kepemilikan yang ada hanya alat bukti

kepemilikan tanah bekas milik adat, baik berupa Letter C, Petuk D, Girik,



Landrete dan sebagainya, yang mana secara hukum tidak lagi sebagai bukti
otentik kepemilikan atas tanah. Termasuk bagaimana mengurus proses turun
waris yang objek warisnya adalah tanah yang bukti kepemilikannya belum

berupa SHM.

Selain itu, tanah-tanah dengan alat bukti tertulis tanah bekas milik adat
setelah Februari 2026 menjadi tanah tidak bersertifikat. Kondisi semacam ini
tentu berpotensi menimbulkan sengketa. Padahal sebelum adanya PP No.
18/2021 si pemegang alat bukti tertulis tanah bekas milik adat secara hukum
adalah pemilik yang sah atas tanah. Sehingga menjadi pertanyaan, bagaimana

perlindungan hukum atas kepemilikan tanah yang belum bersertifikat.

Berdasarkan masalah-masalah yang diuraikan di atas, penulis tertarik
untuk mengkaji lebih lanjut persoalan tersebut dengan mengangkat judul:
ANALISIS YURIDIS STATUS TANAH BEKAS MILIK ADAT DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH (Studi
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran

Tanah).

. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, dalam tulisan ini penyusun akan

membahas lebih lanjut terkait:



1. Bagaimana kedudukan hukum serta perlindungan kepemilikan atas tanah
bekas milik adat yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) setelah
berlakunya PP No. 18 Tahun 20217

2. Bagaimana status alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang belum di

konversi dalam sengketa perdata di pengadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun
memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Untuk mengungkapkan dan menganalisis kedudukan hukum dan
perlindungan kepemilikan tanah bekas milik adat yang belum
memiliki SHM setelah berlakunya PP No. 18 Tahun 2021.

b. Untuk mengungkapkan dan menganalisis status alat bukti tertulis
tanah bekas milik adat yang belum di konversi dalam sengketa

perdata di pengadilan,

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis
Diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangsih
ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya di dalam
perkembangan kajian hukum terkait kedudukan hukum dan
kepemilikan tanah bekas milik adat setelah berlakunya PP Nomor

18 Tahun 2021. Disamping itu, tulisan ini juga berguna untuk



memperkaya referensi terkait status alat bukti tertulis tanah bekas

milik adat sebelum konversi dalam sengketa perdata di pengadilan.
b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada

praktisi hukum dan para pemangku Kkebijakan dalam hal

implementasi serta evaluasi terhadap ketentuan alat bukti tertulis

tanah bekas milik adat dalam PP Nomor 18 Tahun 2021.

D. Tinjauan Pustaka

Penyusun akan menguraikan tinjauan pustaka sebagai bukti bahwa penelitian
ini belum pernah dijadikan obyek penelitian sebelumnya. Berikut penyusun
akan mengemukakan beberapa karya penelitian yang memiliki kemiripan tema
dengan penelitian penyusun.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Setiawan (2024), dari
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Implementasi Pendaftaran
Tanah Atas Negara di Pesisir Kabupaten Purworejo (Studi Atas Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak
Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah).” Penelitian ini
membahas terkait implementasi pendaftaran tanah di kabupaten Purworejo dan
faktor penghambat dalam mencapai implementasi pendaftaran tanah di

kabupaten Purworejo. Penelitian ini jika dikaitkan dengan skripsi penelitian

5 Rizki Setiawan, “Implementasi Pendaftaran Tanah Atas Tanah Negara di Pesisir
Kabupaten Purworejo (Studi Atas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah”, Skripsi,
Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).



penyusun, maka terdapat perbedaan objek pembahasan. Karena penyusun tidak
membahas terkait implementasi pendaftaran tanah, melainkan fokus pada
kedudukan hukum alat bukti tertulis tanah bekas milik adat dan perlindungan
hukum atas kepemilikan tanah bekas milik adat.

Kedua, Jurnal penelitian oleh Muchammad Yulianto dan Elsy
Pihawiani, dari Universitas Airlangga, dengan judul “Perlindungan Hukum
Pemegang Tanah Bekas Milik Adat Perorangan.”® Jurnal penelitian ini
menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang tanah bekas milik
adat pasca adanya PP Nomor 18 tahun 2021. Penelitian ini jika dikaitkan dengan
skripsi penelitian penyusun, maka terdapat perbedaan pada fokus permasalahan.
Penyusun tidak membahas terkait mekanisme hak permohonan dan judicial
review terhadap PP Nomor 18 tahun 2021, melainkan fokus pada kedudukan
hukum alat bukti tertulis tanah bekas milik adat dan perlindungan hukum atas
kepemilikan tanah bekas milik adat.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Meta Nadia Winata dari Universitas
Indonesia, dengan judul “Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Lama Sebagai
Petunjuk Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2021”." Jurnal penelitian ini mengkaji terkait kedudukan tanda bukti
hak lama petunjuk kepemilikan hak atas tanah, menganalisa permasalahan yang

timbul akibat tumpang tindih alat bukti, dan perlunya fasilitas dari pemerintah

® Muchammad Yulianto dan Elsy Pihawiani, “Perlindungan Hukum Pemegang Tanah
Bekas Milik Adat Perorangan”, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 1 (Februari 2023), him. 67-
77.

" Meta Nadia Winata, “Analisis Terhadapa Tanda Bukti Hak Lama Sebagai Petunjuk
Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20217, Jurnal
Indonesian Notary, Vol. 3, No. 3 (Mei 2023), Article 4.



dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Penelitian ini jika dikaitkan dengan
skripsi penelitian penyusun, maka terdapat perbedaan pada titik permasalahan,
penyusun tidak membahas bagaimana mekanisme dan proses konversi tanda
bukti kepemilikan dari alat bukti kepemilikan lama menjadi SHM, melainkan
fokus pada kedudukan hukum alat bukti tertulis tanah bekas milik adat dan
perlindungan hukum atas kepemilikan tanah bekas milik adat.

Keempat, jurnal penelitian oleh Allan Maniwu dengan judul “Kekuatan
Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2021.”® Jurnal penelitian ini menganalisis bagaimana proses
penyelenggaraan pendaftaran tanah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2021. Jika dikaitkan dengan penulisan penelitian penyusun
terdapat perbedaan dalam fokus kajian, penelitian yang dilakukan dalam skripsi
ini bukan saja berfokus pada kedudukan hukum alat bukti tertulis tanah bekas
milik adat, tetapi juga bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak
kepemilikan atas tanah bekas milik adat.

Kelima, jurnal penelitian oleh Putu Aditya Tirandika dan Made Gde
Suhba Karma Resen dengan judul “Penerapan Tata Cara Pendaftaran Tanah
di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.”
%Jurnal penelitian tersebut mengkaji mekanisme pendaftaran tanah berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Allan Maniwu, “Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, volume 11, Nomor 6 (2022), him 4

® Putu Aditya Tirandika, Made Gde Subha Karma Resen, ‘Penerapan Tata Cara
Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, VVolume
8 Nomor 01 (April 2023) him 3
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24 Tahun 1997. Perbedaanya dengan fokus kajian pada penelitian skripsi
penyusun, penelitian tersebut selain mengkaji mekanisme pendaftaran tanah
berdasarkan aturan terbaru, juga melakukan komparasi mekanisme pada
peraturan lama. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini
berfokus pada kedudukan hukum alat bukti tertulis tanah bekas milik adat dan

perlindungan hukum atas kepemilikan tanah bekas milik adat.

E. Kerangka Teori
Kerangka teoritik dalam penelitian hukum merupakan hal yang sangat penting
digunakan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum supaya
sampai kepada landasan filosofis yang tertinggi. Dalam penelitian hukum,
diperlukan adanya landasan teori yang digunakan sebagai alat untuk
menganalisis dan menguraikan data yang telah diperoleh sehingga
menghasilkan suatu kesimpulan penelitian. Seiring hal tersebut, penyusun akan
menyampaikan beberapa teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam

menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini.

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu upaya
memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan
orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.°

10 Daffa Arya Prayoga (et.al), “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara dengan
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,”
Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 02, Nomor 02, 2023, him. 191.
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Satjipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum
adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam
masyarakat supaya tidak terjadi tabrakan antar kepentingan dan dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian
tersebut dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan

memberikan kekuasaan yang lain secara terukur.*!

2. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan
atau pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk
membuktikan suatu peristiwa. Pembuktian juga mengatur tentang alat-alat
bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan Hakim untuk
membuktikan kebenaran suatu peristiwa.!?

Pembuktian berkait erat dengan membuktikan, yaitu suatu cara atau
proses dalam mengajukan bukti untuk meneguhkan kebenaran suatu dalil.
Ramlan Surbakti mendefinisikan “membuktikan” sebagai upaya dalam
meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang
dikemukakan dalam suatu persengketaan.*3

Pada praktek peradilan di Indonesia, ada empat teori pembuktian

yang digunakan, yaitu Positief wettelijk bewijstheorie, conviction intime,

11 Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja
Indonesia (TKI),” Negara Hukum, Volume 07, Nomor 01, Juni 2016, him. 40.

12 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dalam Penerapan KUHAP: Penyidikan
dan Penuntutan,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), him. 273.

13 Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), him. 1.
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conviction rasionee, dan negatief wettelijk bewijstheorie.?* Teori yang
pertama digunakan dalam praktek beracara di peradilan perdata, sedangkan
tiga teori lainnya digunakan dalam praktek beracara di peradilan pidana.
Perbedaan Positief wettelijk bewijstheorie dengan conviction intime,
conviction rasionee, dan negatief wettelijk bewijstheorie, terletak pada ada
tidaknya keyakinan hakim yang digunakan dalam mempertimbangkan suatu
kebenaran setelah memperhatikan alat bukti.>

Positief wettelijk bewijstheorie yang digunakan dalam perkara
perdata, menegaskan bahwa kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh
hakim cukup pada kebenaran formil. Sehingga tidak dituntut keyakinan
pada sanubari hakim. Hal ini berbeda dengan tiga teori lainnya yang
digunakan dalam praktek acara peradilan pidana, bahwa untuk menegaskan
dan mewujudkan kebenaran harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang
telah mencapai batas minimal pembuktian, yakni terpenuhi minimal dua alat
bukti yang sah. Kemudian minimal dua alat bukti tersebut harus didukung
oleh keyakinan hakim tentang kebenaran suatu dalil.*®

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pembuktian
dalam perkara perdata sangat bertumpu pada alat bukti yang cukup dan sah
menurut hukum. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1865

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata), yakni: “setiap

14 Eddy OS Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), him. 15.

5 1bid, him. 17.

16 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, ed. 2, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 568.
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orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan
haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada
suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa
tersebut”, dan sesuai dengan asas Actori Incumbit Onus Probandi (siapa

yang mendalilkan wajib membuktikan).
Teori Hak Kepemilikan Tanah

Menurut Maria S.W. Sumardjono, hak atas tanah sebagai suatu hubungan
hukum, didefinisikan sebagai hak atas permukaan bumi yang memberikan
wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang
bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara di atasnya,
sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang Undang Pokok

Agraria (UUPA) dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.t’

Pasal 20 ayat (1) UUPA mendefinisikan hak milik sebagai hak
turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dipunya orang atas tanah dengan
mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA. '8 Hak milik berarti hak untuk
menggunakan/menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk
menggunakan sebebas-bebasnya, sebagaimana ketentuan Pasal 570
KUHPerdata yaitu dapat dijual, dihibahkan atau diwariskan. Asal tidak

bertentangan dengan undang-undang, atau peraturan umum dan tidak

(Jakarta:

him. 92.

17 Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya,
Penerbit Buku Kompas, 2009), him. 128.
18 Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2012),
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mengganggu hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan
adanya pencabutan hak untuk kepentingan dengan ganti rugi yang layak

menurut undang-undang.*®

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian jenis ini
menggunakan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Data yang
digunakan dalam menganalisa penelitian hukum normatif adalah berbagai
peraturan perundangan, buku-buku, literatur maupun artikel yang memiliki
korelasi dan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.?° Penelitian
ini juga akan mempertimbangkan hasil wawancara dengan Pakar Hukum
Perdata dan Praktisi yang dilakukan oleh Penyusun

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, di mana objek yang
dikaji dan dibahas dalam penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis,
yakni penelitian ini diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta
atau kejadian yang secara secara sistematis dan akurat mengenai objek yang

diteliti.%

2. Pendekatan Penelitian

19 Prihati Yuniarlin, dkk, Diklat Hukum Perdata, (Yogyakarta: FH UMY, 2008), him. 67.

20 Soperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,
2006), him.21.

2L Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,
2009), him. 47.
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Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-
undang (statuta approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).
Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (Statuta Approach)
untuk menguraikan dan menganalisis objek yang diteliti. Pendekatan
undang-undang sendiri merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang
menitik beratkan penelaahan semua peraturan perundangan, peraturan dan
regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.??
Sementara itu, pendekatan konsep dimaksudkan untuk menemukan
ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan
asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pemahaman
tentang pandangan-pandangan dan konsep-konsep (doktrin) tersebut
merupakan dasar bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi hukum

guna memecahkan isu yang dihadapi.?

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan
data adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Karena penelitian
ini adalah penelitian pustaka (library research) atau penelitian normatif,

data yang digunakan adalah sumber data sekunder.2*

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Dua Belas, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2016), him. 133.

23 M.Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), him. 60.

24 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), him. 121.
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Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh
dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain
yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen.?> Data sekunder
tidak didapatkan langsung dari sumbernya, melainkan didapatkan dari data
kepustakaan yang menggunakan studi dokumen untuk mencari,
mengumpulkan dan menganalisis bahan kepustakaan dengan mengacu pada
peraturan perundangan terkait, buku, jurnal, makalah dan internet.
Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mencari data sekunder.2®
Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.?’

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan
Pendaftaran Tanah;

4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara

25 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: ALFABET, 2012), him. 141.

% Maria SW Sumardjono, Bahan Kuliah Metode Penelitian llmu Hukum (Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada, 2014), him. 16.

27 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhari, Metodologi Riset Hukum, (Surakarta:
Oase Pustaka, 2020), him. 67-68.
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Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2022
tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah
dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti hasil penelitian, naskah akademik rancangan

undang-undang, dan karya tulis dalam bidang hukum yang ditulis
oleh kalangan hukum yang otoritatif dan ada relevansinya dengan
permasalahan hukum yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum

sekunder, terdiri atas:

1) Kamus Hukum;

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

3) Data atau literatur internet.

4. Analisis Data
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Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
mengadopsi model analisis data dari Miles dan Huberman, yakni reduksi
data, penyajian data dan verifikasi data serta menarik kesimpulan.?®

a. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data
yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan
mempermudah  peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan;

b. Data yang telah direduksi, kemudian akan disajikan secara deskriptif
dengan bentuk naratif dalam bentuk uraian teks dan sebagainya;

c. Verifikasi data dan menarik kesimpulan perlu dilakukan, sebab
kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan telah
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten setelah dilakukan
verifikasi data dalam bahan-bahan pustaka yang digunakan, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat

dipercaya.

G. Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun akan membagi penelitian menjadi

5 (lima) bab, sebagai berikut:

28 1bid, him. 91.
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Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang
menjadi dasar penulis melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan dari penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, telaah pustaka
karya-karya terdahulu yang memiliki keterkaitan serta relevansi dengan
penelitian ini, kerangka teoritik yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam
penelitian, metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan
penelitian, dan sistematika pembahasan dari bab satu hingga bab lima untuk
menjelaskan struktur dalam penelitian ini yang menjelaskan gambaran umum
penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum,
pembuktian, dan hak kepemilikan atas tanah.

Bab Ketiga, merupakan pengaturan status tanah bekas milik adat dan proses
konversi hak atas tanah dalam PP No. 18 Tahun 2021.

Bab Keempat, merupakan hasil dan analisis, berisi analisis kedudukan
hukum dan perlindungan kepemilikan tanah bekas milik adat sebelum memiliki
SHM setelah berlakunya PP No. 18 Tahun 2021 serta status hukum alat bukti
tertulis tanah bekas milik adat sebelum konversi dalam sengketa perdata di
pengadilan.

Bab Kelima, merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dan saran.
Kesimpulan yang berisi jawaban padat atas rumusan masalah yang ditarik dari
hasil pembahasan, sedangkan saran berisi rekomendasi konstruktif bagi isntitusi

dan akademisi.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah diuraikan sebelumnya, maka
dapat diambil kesimpulan berupa:

1. Kedudukan hukum tanah bekas milik adat setelah berlakunya PP No. 18
Tahun 2021 mengalami perubahan mendasar dari sekadar hak penguasaan
adat menuju hak atas tanah yang harus dikonversi menjadi Hak Milik agar
memperoleh kepastian hukum. Sebelum proses konversi dilakukan,
kedudukan hukum tanah bekas milik adat berada dalam posisi lemah karena
tidak tercatat secara resmi dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Hal ini
menjadikan pemilik tanah rentan menghadapi persoalan hukum, sehingga
rentan menimbulkan sengketa dan tidak memberikan kepastian hukum bagi
pemiliknya. Kemudian, Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah bekas
milik adat diberikan dalam bentuk perlindungan normatif melalui UUPA,
PP Nomor 18 Tahun 2021, dan regulasi pelaksananya. Negara juga
menyediakan perlindungan preventif melalui mekanisme pendaftaran tanah
dan perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa di pengadilan atau
lembaga non-litigasi. Meskipun demikian, perlindungan tersebut belum
sepenuhnya efektif karena masih banyak pemilik tanah yang belum
melakukan konversi.

2. Status alat bukti tertulis bekas milik adat sebelum konversi dalam sengketa

perdata di pengadilan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian penuh
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sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Alat bukti tertulis seperti girik,
letter C, dan petuk D setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021 hanya
diposisikan sebagai petunjuk pendaftaran tanah, bukan sebagai bukti hak.
Dalam sistem pembuktian perkara perdata yang menganut positief wettelijk
bewijstheorie, dokumen-dokumen tersebut hanya dapat digunakan sebagai
bukti pendukung atau bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat
bukti lain. Akibatnya, dalam sengketa perdata, kedudukan hukum pemilik
tanah bekas milik adat yang belum dikonversi menjadi relatif rentan,
terutama apabila berhadapan dengan pihak yang telah memiliki sertifikat
hak atas tanah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dilakukan adalah:

1. Kepada Pemerintah, perlu memperkuat kebijakan konversi tanah bekas
milik adat dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan, antara
lain melalui penyederhanaan prosedur, pengurangan beban biaya, serta
pemberian pendampingan hukum dan administratif bagi masyarakat. Selain
itu, diperlukan pengaturan transisional yang lebih jelas mengenai
perlindungan hukum bagi pemilik tanah bekas milik adat yang belum
sempat melakukan konversi, agar tidak kehilangan haknya dalam sengketa
perdata.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum, terutama Hakim diharapkan dapat
menafsirkan dan menerapkan ketentuan mengenai alat bukti tertulis tanah

bekas milik adat secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan
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aspek historis, sosiologis, dan keadilan substantif. Meskipun sertifikat hak
atas tanah merupakan alat bukti terkuat, alat bukti tertulis tanah bekas milik
adat seharusnya tetap dinilai secara komprehensif dalam rangkaian
pembuktian, guna mencegah terjadinya ketidakadilan bagi pihak yang
secara nyata telah menguasai tanah secara turun-temurun.

Bagi Masyarakat, khususnya pemilik tanah bekas milik adat, perlu
meningkatkan kesadaran hukum dengan segera melakukan konversi hak
agar memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat.
Partisipasi aktif masyarakat dalam pendaftaran tanah akan mempercepat
terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

Bagi Akademisi dan Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar
bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris, khususnya mengenai
implementasi kebijakan konversi tanah bekas milik adat dan dampaknya
terhadap akses keadilan bagi masyarakat. Kajian lanjutan juga dapat
diarahkan pada analisis yurisprudensi yang lebih mendalam guna

memperkaya diskursus hukum pertanahan di Indonesia.
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